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,Pemeriksa Keuangan (BPK)

, Agus Joko pramono menga_

rtakan BPK turut dalam
' pemberantasan korupsi
,,melalui pemeriksaan
terhadap pengelolaan

.,keuangan di berbagai
;;Kementerian dan Lembaga
,.(K/L) pemerintah pusat,
,:penlerintah daerah, dan
..BUMN.

!t: '

:', "Jadi dengan melakukan pe-
I irneriksaan keuangan, pemerik-
,isaan kinerja, pemeriksaan de-
ngan tujuan tertentu untuk

:BPK Paparkan Strategi

mendalami hal,tertentu, maka
sebenarnya kita sedang rnen-
gakses sistem,kontrol niana,
risk assessrnenI maua, dari
sistem yang sedang berjalan ini,
yarrg menemui kenclala atau acla
perrnasalahan," kata Wakil Ke_
tua BPK Agus Joko pramono
dalam Workshop Anti Konrpsi
berl.ajuk "Deteksi dan pencega-
han Korupsi" yang clipantau"di
Jakarta, Selasa (1 4/9).

Ia mengatakan apabila pe-
meriksaan keuangan, kineija,
dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu terseibut diintegrasikan,
BPK dapat memproveksikan
risiko-risiko' fraud atau proses
yang menyimpang dari stindar,
pada masa yang akan datang.

Melalui pemeriksaan Bpk,

sisten koi.nirol internal yang
lemah dalam suatu lembagi
juga,dapat terdeteksi. Selanjut-
nya BPK bisa memberikan re_
komendasi untuk memperbaiki
sistem kontrol internal tersebut.

BPK pLur dapat menindaklan-
juti deteksi tersebut dengan
melakukan pemeriksaan inies-
tigatif, baik berdasarkan inisia-
tif BPK, maupun permintaan
aparat penegak irukum.

"Kita juga berperan dalam
proses penyidikan, penuntutan
yang slfatnya represif, yaitu
dengan perhitungan kerugian
nqg4.ra.dar1,pembeii keteian-
gan abli di persidangan. Ini bi-
asanya.permintaan dari aparat
penegak hukum yang rneiupa-
kan tindak lanjut dariinvestiga-

si di BPK atau aparat penegak
hukum," kata Agus.

Ia menjelaskan kerugian
negara yang dapat dihitung BpK
harus bersifat nyata dan pasti,
seperti pengurangan aset, kas,
atau surat berharga negara.
BPK tidak dapat menghitung
Kerugtan negara yang disebab_
kan oleh kerusakan hutan di
Riqu.atau penambangan di pa-
pua.

r.liKarena standar, kerugian
negara ifu harus nyata dan pasti
dengan slandarisasiproses pen_
gukuran dan penilaian yung
cukup standarnya. Kareni itul
kita tidak bisa menyelesaikan
itu yang karena UU atau pun
pengafurannya belum ada sam_
pai sekarang ini," ujar Agus. e)


